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GUB ERI\TTJR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor
16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu
dijabarkan ke dallm rencana operasional sesuai urusan
daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat
Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat 1.

2.

3.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2OO5-2O25 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47OOl;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan l,embaran Negara

Republik Nomor 67811;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot6 Nomor ll4, Tambahan lembaran Negara

Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Keda Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 111a);
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Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor Laa7l;

1 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Frovinsi Kalimantan Timur (l,embaran
Daerah Frovinsi Kalimantan Timur Tahun 2Ot6 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2O2l Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2OO5-2O25 (L,embaran

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor
1s);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1

Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2A23-2042 (Lembaran

Daerah Frovinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1,

Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 11);

14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor

76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 Nomor 78);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024-2026.
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Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD

memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri atas :

BAB I. Pendahuluan;
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat

Daerah;
BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
BAB VII. serta Pendanaan;
BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

Penutup.

{21 Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Frovinsi
Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur sebagai berikut:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda;
d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
f. Dinas Pekedaan Umum, Penataan Ruang dan

Perumahan Rakyat;
g. Satuan Polisi Pamong Fraja;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
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k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;
s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;

t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
v. Dinas Pariwisata;
w. Dinas Perkebunan;
x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
y. Dinas Kehutanan;
z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
aa. Sekretariat Daerah;
bb. Sekretariat DPRD;
cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
dd. Badan Pendapatan Daerah;
ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
ff. Badan Kepegawaian Daerah;
gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
ii. Badan Penghubung Provinsi;

ii. Inspektorat;
kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah
sesuai dengan:
a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis

Perangkat Daerah; dan
b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kdimantan

Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:
a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
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bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daeratr Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tansgal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TTMUR TAHUN 2A23 NOMOR 27.

dengan aslinya
PROV.

2 198903 2 009

b

ttd

ttd
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Amanat dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa untuk Daerah 

yang masa berlaku RPJMD berakhir pada tahun 2023, agar menyusun 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024 – 2026, serta 

seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 – 2026. 

Perencanaan strategis ini merupakan proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) 

tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumber 

daya manusia dan sumberdaya lainnya, untuk mengantisipasi perubahan 

dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan 

global. 

Perencanaan Strategis sering juga disebut Perencanaan Jangka 

Panjang (Long Range Planning) adalah proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus 

diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun 

program kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan, 

kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus 

bertanggung jawab serta sumber daya manusia yang diperlukan, singkatnya 

perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang 

sudah diformalkan, yang digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi 

serta cara menghadapinya. 

Sebagian dari pekerjaan perencanaan strategis terfokus kepada 

apakah organisasi mempunyai sumber daya dan kapabilitas yang memadai 

untuk menjalankan misinya dan mewujudkan visi-nya. Pengenalan akan 

kekuatan yang dimiliki akan membantu organisasi untuk tetap menaruh 

perhatian dan melihat peluang-peluang baru, sedangkan penilaian yang 

jujur terhadap kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot 

realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat organisasi. 
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Pada sisi lain terdapat kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang 

mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi tersebut. Kemampuan atau 

ketidak mampuan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan utama di luar 

organisasi akan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau 

gagal menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 

4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan 

untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan 

pernyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. 

Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara 2000 No 54. Tambahan Lembaran Negara No 3952); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang dan Jasa; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 

Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 

dan Daerah Otonom Baru;  

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur; 

16. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016, tentang Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 

 

 

 

 



 
 

 

-6- 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi 

seluruh komponen/aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 

(tiga) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga 

diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, 

sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.  

Tujuan penyusunan Renstra Bapenda adalah mengoptimalkan peran 

perencanaan pembangunan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah 

yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan 

 1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum  

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan. 

Bab II Gambaran Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

2.2 Sumber Daya Manusia 

2.3 Kinerja Pelayanan 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 

2.5 Mitra Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. 

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis 

3.1 Permasalahan Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. 

3.2 Isu Strategis Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 

4.1 Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. 

4.2 Cascading Kinerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. 

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan arah kebijakan Bapenda Prov. Kaltim. 
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Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan 

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bapenda Prov. Kaltim. 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). 

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan 

Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

Bab VIII Penutup  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH . 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan 

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan 

dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pelayanan pajak dan 

retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 

tugas pokok ”Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, 

perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah 

Provinsi” 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai 

dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah; 

b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan 

pengembangan sistem informasi pendapatan; 

c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah; 

d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan 

pajak daerah; 

e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan 

evaluasi pendapatan; 

f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan; 

h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; 
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i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

yang selanjutnya disingkat UPTD PPRD Badan Pendapatan adalah 

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 

kegiatanteknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. UPTD 

PPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/ atau kegiatan teknis Badan Pendapatan Daerah di bidang pajak 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak air 

permukaan dan Retribusi, serta melaksanakan urusan ketetausahaan. 

Didalam melaksanakan tugasnya UPTD PPRD memiliki fungsi : 

a. penyusunan rencana teknis operasional Pajak kendaraan bermotor, bea 

balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, bea 

balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak kendaraan bermotor, bea 

balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi; 

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan; 

e. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan 

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tersebut diatas 

komposisi struktur sebagai berikut :  

 

A. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretaris, membawahi: 

• Sub Bagian Perencanaan Program; 

• Sub Bagian Keuangan; 

• Sub Bagian Umum. 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi 

Pendapatan, membawahi: 
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• Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Sistem 

Informasi Pendapatan; 

• Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan. 

d. Bidang Pajak Daerah, membawahi: 

• Sub Bidang Pendataaan, Administrasi, dan Keberatan Pajak; 

• Sub Bidang PKB dan BBNKB; 

• Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya. 

e. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, membawahi; 

• Sub Bidang Retribusi Daerah; 

• Sub Bidang Penerimaan Lain-lain; 

• Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 

f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi; 

• Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; 

• Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang – Undangan. 

 

B. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur (UPTD PPRD) 

a. Kepala UPTD  

b. Sub. Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendataan dan Penetapan 

d. Seksi Pembukuan dan Penagihan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini : 

Gambar 1
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Gambar 2 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

UPTD PPRD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN 

TIMUR 

 

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 

2022 mempunyai personil sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) orang yang 

bertugas baik di Provinsi dan tersebar di 9 UPTD Se-Kalimantan Timur 

yang terdiri dari 54 (lima puluh emat) Pejabat  Struktural,  yang   terdiri    

dari   Eselon II , III dan IV beserta 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang 

staf. 

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah 

tersebut diatas adalah: 1 (satu) orang Eselon II, 14 (empat belas) orang 

Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala 

Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala UPTD, serta 40 (empat puluh) orang 

Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kasubag, 10 (sepuluh) Kasubid 

dan 9 (sembilan) orang Kasubag di UPTD dan 18 (delapan belas) orang 

Kepala Seksi di seluruh UPTD. 
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Tabel 2.1 

REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM 

BERDASARKAN ESELON DAN GOLONGAN TAHUN 2022 

 

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2021 

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam 

menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan 

kebutuhan terutama dalam menciptakan Bapenda sebagai koordinator 

Pendapatan Daerah untuk pemenuhan pembiayaan daerah. Komposisi 

jumlah pegawai Bapenda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih 

besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan 

diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berikut adalah tabel 

komposisi pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

berdasarkan jenjang pendidikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II III IV STAF I II III IV

1 1 5 12 40 2 20 23 13 58

2 1 3 36 1 14 23 2 40

3 1 3 27 23 4 4 31

4 1 3 18 17 3 2 22

5 1 3 23 1 20 3 3 27

6 1 3 36 2 25 11 2 40

7 1 3 24 0 22 5 1 28

8 1 3 16 2 11 6 1 20

9 1 3 18 1 15 3 3 22

10 1 3 15 1 12 5 1 19

1 14 39 253 10 179 86 32 307

UPTD PPRD KUKAR

UPTD PPRD KUBAR

UPTD PPRD BONTANG

BAPENDA PROV. KALTIM

UPTD PPRD SAMARINDA

UPTD PPRD BALIKPAPAN

UPTD PPRD PPU

UPTD PPRD KUTIM

NO
ESELON GOLONGAN

JUMLAHINSTANSI/ UNIT KERJA

JUMLAH

UPTD PPRD BERAU

UPTD PPRD PASER
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Tabel 2.2 

REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM 

BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2022 

 

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2021 

Komposisi pegawai Bapenda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 

185 orang laki-laki atau 60,26% dan perempuan sebanyak 122 Orang 

atau 39,74% yang berarti jumlah pegawai laki-laki lebih besar 

dibandingkan jumlah pegawai perempuan sebagaimana disajikan dalam 

tabel dibawah ini. 

Tabel 2.3 

REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM BERDASARKAN 

JENIS KELAMIN TAHUN 2022

 

NO S2 S1 D4 D3 SMP SD JUMLAH

1 18 15 0 10 1 2 58

2 7 11 5 1 1 40

3 4 1 0 18 0 0 31

4 2 2 0 14 1 0 22

5 3 1 0 17 0 1 27

6 1 10 0 17 0 2 40

7 1 3 1 17 0 0 28

8 1 5 0 9 1 1 20

9 3 4 0 12 0 1 22

10 2 3 0 6 1 1 19

42 55 1 125 5 9 307

5

6

12

15

8

3

SMA/ 

Sederajat
INSTANSI/ UNIT KERJA

UPTD PPRD BALIKPAPAN

UPTD PPRD PPU

BAPENDA PROV. KALTIM

UPTD PPRD SAMARINDA

JUMLAH 70

10

UPTD PPRD PASER

3

2

6

UPTD PPRD KUBAR

UPTD PPRD BONTANG

UPTD PPRD BERAU

UPTD PPRD KUTIM

UPTD PPRD KUKAR
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Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur mempunyai sarana dan prasarana yang tersebar di Bapenda Provinsi dan seluruh UPT Bapenda 

se Kalimantan Timur. seperti terlihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

DATA ASET BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NO. NAMA BARANG 

JUMLAH / UNIT 

Prov. SMD BPP Kukar Bontang Kutim Kubar Paser PPU Berau 

1 Tanah 

Tanah Bangunan 

Kantor/Rumah 1 5 5 4 2 1 2 2 2 4 

                          

2 

Gedung  &  

Bangunan   8 9 23 15 9 15 16 6 13 11 

                          

3 

Peralatan dan 

Mesin  Alat - Alat Besar 10 6 3 4 1 1 4 2 - 3 

    Alat - Alat Angkutan 89 9 2 12 5 9 3 14 9 7 

    Alat Bengkel dan Alat Ukur 40 38 1 12 7 8 3 23 1 3 

    Alat Pertanian 1 15 1 1 3 - 4 -   - 

    

Alat Kantor & Rumah 

Tangga 3699 1525 470 606 506 219 708 323 220 240 

    

Alat Studio & Alat 

Komunikasi  199 97 30 84 58 12 52 22 14 13 

    Alat - Alat Kedokteran 11 - 1 - - - 3 4 - - 

    Alat Laboratorium 113 73 25 58 43 6 15 18 3 5 

      
 

                  

4 Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan 232 8 35 31 - 5 62 57 64 14 

Jumlah  4.403   1.785   596     827         634     276     872    471   326     300  
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2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.3.1. Jenis Pelayanan 

Jenis-jenis Pelayanan : 

1. Pajak Daerah 

a) Pajak Kendaraan Bermotor  

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan 

e) Pajak Rokok 

2. Retribusi Daerah : 

a) Retribusi Jasa Umum 

b) Retribusi Jasa Usaha  

c) Retribusi Perizinan Tertentu 

3. Hasil Perusda Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yg dipisahkan 

a) Bagian Laba Perusahaan Daerah  

b) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank  

c) Kontribusi Penyertaaan Modal Kepada Pihak Ketiga 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

a) Hasil Penjualan barang Milik Daerah  

b) Penerimaan Jasa Giro  

c) Penerimaan Bunga Deposito  

d) Penerimaan TP/TGR 

e) Pendapatan Denda Pajak Daerah 

f) Pendapatan Denda Retrbusi Daerah 

g) Pendapatan Dari Pengembalian  

h) Sumbangan Pihak Ketiga 

5. Dana Perimbangan 

a) Bagi Hasil Pajak 

1) Pajak Bumi dan Bangunan  

2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

3) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri 

dan PPh Ps 21 

b) Bagi Hasil Bukan Pajak 

1) Provisi Sumber Daya Hutan  

2) Landrent   
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3) Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi  

4) Minyak Bumi   

5) Gas Alam  

c) Dana Alokasi Umum 

 

2.3.2. Capaian Kinerja  

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur tahun 2019 – 2022 sesuai dengan Tujuan Renstra 

Bapenda Provinsi Kaltim tahun 2019 – 2023 yaitu “Meningkatnya 

Pendanaan Pembangunan Daerah” dengan Sasarannya “Peningkatan 

pendapatan, pelayanan dan  pengawasan sumber-sumber penerimaan 

pajak daerah, retribusi daerah” dan “Penambahan potensi penerimaan 

daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang 

melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi kalimantan timur” secara 

umum dapat dilihat pada Gambar berikut: 

Gambar 3 

CAPAIAN KINERJA TUJUAN BAPENDA TAHUN 2019 S/D 2022 

 

Tabel 2.5 

CAPAIAN KINERJA SASARAN BAPENDA TAHUN 2019 S/D 2022 

 

Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 – 2022 

terhadap pendapatan masih besar yaitu 52 s/d 55 persen.  

 

TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022

1 2 3 4

TARGET 11.137.939.446.3 8.584.526.835.52 9.590.400.000.00 12.428.741.473.6

REALISASI 11.775.086.836.2 10.662.848.515.9 10.219.640.373.8 17.226.260.382.6

PERSENTASE 105,72% 124,21% 106,56% 138,60%
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20,00%
40,00%
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Sedangkan Perimbangan Keuangan dari pemerintah pusat kedaerah 

dilihat dari tahun 2019 – 2022 sebesar 45 s/d 48 persen sebagaimana pada 

gambar berikut : 

Gambar 4 

KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH 

 

Sumber data : Badan Pendapatan Prov. Kaltim 

Dilihat dari gambar diatas kinerja pelayanan sesuai dengan tujuan 

dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur periode 2019 s/d 2022 terjadi penurunan pada tahun 2020. Hal 

tersebut dipengaruhi diantaranya : 

a) Pada Tahun 2020 terjadi wabah pandemi covid 19 yang menyebabkan 

pelemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat 

investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada 

turunnya pendapatan daerah dari semua sektor. 

b) Konsumsi rumah tangga / daya beli masyarakat sebagai penopang 

ekonomi mengalami kontraksi sehingga berpengaruh  pada penjualan / 

pembelian kendaraan bermotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022

PENDAPATAN 11.775.086.8 10.662.848.5 10.219.640.3 17.226.260.3

PAD 6.555.853.19 5.289.093.69 6.111.415.67 8.914.598.18

PERSENTASE 55,68% 49,60% 59,80% 51,75%
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Dari sisi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur juga terjadi fluktuasi sehingga menghambat jalannya 

kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut dapat 

digambarkan seperti terlihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 5 

 

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Bapenda 

Provinsi Kalimantan Timur sudah baik, dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

 

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN 

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki cakupan 

wilayah operasional seluas 129.066,64 km2 dengan 10 Kabupaten dan Kota, 

103 Kecamatan, serta 1.032 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk 

3.501.232 Jiwa. Sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur meliputi : 

1. Masyarakat Umum 

2. Perangkat Daerah yang mempunyai pendapatan 

3. Perusahaan perusahaan yang mempunyai kewajian terhadap pajak dan 

retribusi daerah provinsi. 

Dalam rangka melaksanakan upaya peningkatan pengembangan 

pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat 

beberapa tantangan, disamping tantangan yang dihadapi, terdapat 

beberapa peluang yang dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya : 

2019 2020 2021 2022 2023

ANGGARAN BELANJA 221.515. 197.445. 226.439. 231.439. 246.771.

PENDAPATAN 11.137.9 8.584.52 9.590.40 11.001.1 12.136.6

RASIO 1,99% 2,30% 2,36% 2,10% 2,03%

1,80%
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Tantangan : 

a. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih 

murah sebagai perwujudan good governance. 

b. Perlunya optimalisasi manajemen kinerja yang mampu memberikan 

pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan 

kualitas prima dari kinerja organisasi publik. 

c. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas KKN. 

d. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan 

manajemen kinerja dan tuntutan pengembangan organisasi yang 

berkualitas dan tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten. 

e. Jumlah lifting migas yang menunjukkan angka penurunan, Harga dan 

Kurs rupiah terhadap dolar yang sulit diprediksi menjadikan penetapan 

asumsi DBH SDA dipatok pada angka yang aman. 

 

Peluang : 

a. Dengan banyaknya pelayanan yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur bahkan didaerah yg terpencil akan memudahkan 

wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak. 

b. Peningkatan kerjasama dengan perbankan dalam rangka mendukung 

pengembangan model pembayaran pajak. 

c. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim telah berinovasi dalam 

rangka pembayaran Pajak maupun Retribusi yang sudah berbasis 

Electronic Trading Platform (ETP) yang merupakan infrastruktur yang 

digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik 

seperti pembayaran pajak melalui LinkAja, Tokopedia dan lainnya. 

d. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. 

 

2.5. MITRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 

memberikan pelayanan selalu berkolaborasi dengan mitra kerja antara lain 

yaitu: 

1. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

2. PT. Jasa Raharja  

3. PT. Bankaltimtara  

4. Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur 
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Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu 

berupaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik pada pendaftaran 

kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah, terdapat jenis – jenis layanan yang  sudah 

dilakukan di seluruh Kalimantan Timur dan pengembangan layanan / 

inovasi layanan seperti tampak pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.6 

JENIS – JENIS PELAYANAN 

NO JENIS LAYANAN 
JUMLAH LAYANAN / 

KETERANGAN 

1 SAMSAT PENUH 11 

2 SAMSAT PEMBANTU 28 

3 
SAMSAT PAYMENT 

POINT 
18 

4 SAMSAT CORNER 3 

5 SAMSAT KELILING 6 

6 SAMSAT JELAJAH 2 

7 SAMSAT DRIVE THRU 4 

8 SAMSAT TERAPUNG 1 

9 SAMSAT DESA 10 

10 E-SAMSAT 

BANKALTIMTARA, BNI,  

BANK MANDIRI, BCA, BTN,  

BRI SYARIAH, INDOMARET, 

PT.PEGADAIAN, PT. POS 

INDONESIA 

11 

SAMSAT DELIVERY 

POS  

(SADELPOS) 

KANTOR POS SAMARINDA, 

BALIKPAPAN, BONTANG, 

TENGGARONG,  

TANJUNG REDEB 

 

Pada tahun 2019 s/d 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur telah mengembangkan beberapa pelayanan 

diantaranya : 

• Layanan E Samsat Pegadaian, 10 Januari 2019. 
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• Samsat penuh Samarinda Seberang Kota Samarinda, 24 Oktober 

2019. 

• Samsat penuh Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, 4 Desember 

2019. 

• Samsat Mall Mesra Indah. 

• Samsat penuh Long Ikis Kabupaten Paser, 2 Juli 2020. 

• Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Palaran Kota Samarinda, 31 

Agustus 2020. 

• Samsat Pembantu Berbas Pantai Kota Bontang, 1 September 2020. 

• Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Muara Komam Kabupaten 

Paser, 9 November 2020. 

• Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Segah, Batu Putih, Tanjung 

Batu Kabupaten Berau, 19 November 2020. 

• Samsat Paten Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, 30 November 

2020. 

• Layanan Samsat Penuh Jl. MT. Haryono Kota Samarinda, 29 Desember 

2020. 

• Cetak Online Digital (Condi) Simpator, Inovasi Terbaik Perangkat 

Daerah Kalimantan Timur dalam Kompetisi Penjaringan Peserta 

Inovasi dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (Pepes Ikan Peda) 

2020. 

• E-Samsat Bhabinkamtibnas. 

• E-Samsat LinkAja. 

• E Samsat Tokopedia. 

• E Samsat Pay Bankaltimtara. 

• Sistem Informasi Pemberitahuan Masa Pajak Kendaraan Bermotor 

(SIMPAN JAJA). 

• Jemput Pajak Online Melalui Operasional Kendaraan Kantor (JEMPOL 

OK). 

• Pembuatan Aplikasi Pelaporan Elektronik Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor E-WAPU. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dirumuskan dalam bentuk yang lebih 

terarah dan operasional berupa perumusan permasalahan dan menentukan isu 

strategis secara tepat dalam rangka mengetahui apa yang harus dilaksanakan 

oleh lembaga dalam memenuhi Tujuan dan Sasarannya untuk kurun waktu 

yang telah ditetapkan.  

Dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi 

Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026, maka Renstra Bapenda Prov. Kaltim 

tahun 2024 – 2026 untuk memberikan dukungan arah dan sasaran dalam 

kinerjanya untuk mencapai target RPD Provinsi Kalimantan Timur. 

 

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 

tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah 

dan Pelayanan Publik, tentu tidak terlepas dari permasalahan yang 

dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. 

➢ Faktor Internal  

A. Kekuatan 

• Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. 

• Jumlah dan lokasi Unit layanan yang tersebar diseluruh penjuru 

wilayah diKalimantan Timur. 

• Sarana dan prasarana yang cukup memadai. 

• Sistem pembayaran pajak melalui digitalisasi yang sudah 

diterapkan. 

B. Kelemahan 

• Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang semakin berkurang 

khususnya yang berada didaerah yang jauh lokasinya. 
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• Sarana prasarana operasional peralatan dan perlengkapan yang 

perlu ditingkatkan secara terus menerus khususnya peralatan 

pelayanan. 

• Sistem Basis Data Wajib Pajak yang belum maksimal. 

• Belum dilakukan perubahan Nilai Perolehan Air Permukaan 

(NPAP).  

• Kurangnya pengawasan penjualan/distribusi BBM di Provinsi 

Kalimantan Timur. 

 

➢ Faktor Eksternal  

A. Peluang 

• Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. 

• Perkembangan dinamika nasional dan internasional 

• Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor 

pelayanan publik. 

• Semakin meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait. 

• Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara (IKN) 

B. Ancaman 

• Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 

• Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan publik. 

• Belum maksimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) 

Provinsi Kalimantan Timur yang potensial  menyumbang 

pendapatan Retribusi Daerah. 

• Kurangnya sanksi  terhadap kelalaian menyetorkan Deviden ke 

Kas Daerah. 

• Fluktuasi Dana Transfer yang tidak stabil karena kondisi harga 

minyak dunia dan kurs rupiah terhadap dolar.  

• Terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah 
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Dari hasil penelaahan unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang serta 

ancaman baik dari internal maupun eksternal maka permasalahan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

 MASALAH POKOK : 

▪ Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah 

▪ Belum optimalnya pelayanan publik perangkat daerah 

▪ Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 

 MASALAH : 

▪ Belum optimalnya pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah 

dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah 

▪ Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan penatausahaan  

penerimaan pendapatan asli daerah  berbasis digitalisasi 

▪ Belum optimalnya kualitas Layanan yang mendukung kinerja 

Perangkat Daerah 

 AKAR MASALAH : 

▪ Belum optimalnya penyusunan perencanaan pendapatan daerah 

▪ Menurunnya tarif PKB dan BBNKB 

▪ Masih tingginya piutang pajak daerah 

▪ Berkurangnya jenis pemungutan retribusi 13 menjadi 8 jenis 

▪ Belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

berbasis elektronifikasi 

▪ Belum tersedianya system informasi pemungutan pajak dan retribusi 

daerah berdasarkan UU No. 1 Thn 2022 

▪ Database berbasis digital belum aktual 

▪ Belum terlaksananya Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

▪ Proses Perencanaan dan Penganggaran serta pelaporan yang masih 

belum optimal 

▪ Pemetaan SDM yang belum sesuai kompetensinya 

▪ Penyediaan sarana dan prasarana belum memadai 
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3.2. ISU STRATEGIS 

 

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

atau dikedepankan dalam penyusunan rencana strategis karena 

dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di 

masa yang akan datang. Isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur dirumuskan berdasarkan permasalahan – 

permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah dengan 

identifikasi secara nasional dan regional. Adapun isu strategis Bapenda 

Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : 

 Penerapan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

 Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 

(IKN) 

 Masih Rentannya Kemandirian Fiskal Daerah 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

   

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semata, akan tetapi 

perlu dukungan dari Stakeholders lainnya seperti Legislatif, Yudikatif, 

Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah 

Kabupaten / Kota, serta Masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya 

yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan 

Timur tahun 2024 – 2026. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh SKPD yang ada di 

Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah 

Kebijakan serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan 

yang berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPD tahun 2026. 

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang 

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara 

keseluruhan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

berkontribusi melaksanakan Tujuan ke 4 “Mewujudkan Reformasi 

Birokrasi” dan Sasaran ke 11 “Terwujudnya Birokrasi yang 

Profesional, Akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang 

didukung ASN BerAklhak” yang tertuang didalam RPD Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.  

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Provinsi 

Kalimantan Timur adalah sebagai salah satu komponen dari perencanaan 

strategis. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan 

yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim selama 

kurun waktu Tahun 2024 - 2026  berdasarkan tugas pokok dan fungsinya 

serta sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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TUJUAN 

 

Indikator Tujuan. 

Adapun indikator tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah angka absolut seperti terlihat 

pada tabel berikut ini : 

Indikator Tujuan Satuan 
Target 

2024 2025 2026 

Jumlah Realisasi Pendapatan 

Daerah 

Miliar 

Rp. 

18,850 19,450 21,300 

 

SASARAN 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan 

dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan 

bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada 

tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran 

harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat 

dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. 

Sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai 

berikut: 

No. Sasaran  
 

 Indikator  

 

Satuan 

Target 

2024 2025 2026 

1 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

 

Rasio 

Efektifitas PAD 

 

Persen 100 100 100 

  

 

Realisasi 

Pendapatan 

Asli Daerah 

 

 

Rupiah 
9.510.000.000.000 10.335.000.000.000 11.235.000.000.000 

2 

Meningkatnya 

layanan publik 

perangkat daerah 

Indeks 

kepuasan 

pengguna 

layanan (IKM) 

 

Skor 
≥86,80 ≥86,90 ≥87,00 

3 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja Perangkat 

Daerah 

 

Nilai AKIP 

perangkat 

daerah 

 

 

Nilai Akip 
78,50 79,30 80,01 

 

 

 

 

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH 
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Formula perhitungan indikator sasaran adalah sebagai berikut : 

 Rasio Efektifitas :  

 Realisasi PAD :  Angka Absolut 

 Indeks kepuasan pengguna layanan (IKM): 

 Nilai Akip perangkat daerah :  Hasil Penilaian Inspektorat Daerah 

 

4.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH 

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan 

kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit / pegawai yang lebih 

tinggi ke level unit / pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan 

secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki 

keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah membuat 

proses penjabaran dan penyelarasan yang berawal dari tujuan, sasaran, 

program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti terlihat pada gambar berikut 

ini.   

Gambar 4.1 

CASCADING KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN 

SUB KEGIATAN 

 

Rasio Efektifitas = 
Realisasi Penerimaan PAD 

X   100 
Target Penerimaan PAD 

IKM = 
Total Nilai Persepsi Per Unsur 

X   Nilai Penimbang 
Total Unsur yang terisi 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan 

efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga 

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, 

dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja 

mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang 

mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat 

dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja 

dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi 

informasi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas 

dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi berupa pernyataan 

yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang 

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. 

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi 

pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada 

sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah 

pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi agar 

lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama 

periode, dengan demikian diharapan memberikan output hasil yang lebih 

optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar 

memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. 

 

5.1. STRATEGI 

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan 

faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success faktor). Berikut 

strategi-strategi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur. 

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah dan 

lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

2. Optimalisasi pelaksanaan dan penatausahaan  penerimaan 

pendapatan asli daerah berbasis digitalisasi. 

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 
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4. Optimalisasi implementasi Standar pelayanan publik. 

5. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 

 

5.2. ARAH KEBIJAKAN 

Kebijakan merupakan langkah - langkah yang akan dilaksanakan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk 

mendukung target RPD tahun 2024 – 2026. Adapun arah kebijakan 

Badan Pendapatan Daerah  Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai 

berikut : 

1. Melakukan kajian potensi pendapatan daerah. 

2. Merumuskan rencana proyeksi Pendapatan Daerah. 

3. Merumuskan kebijakan teknis pemungutan Pajak Daerah. 

4. Membuat perda dan petunjuk teknis pajak daerah. 

5. Peningkatan kualitas pemutakhiran data pajak daerah. 

6. Manajemen identitas wajib pajak dengan memanfaatkan NIK. 

7. Meningkatkan Kerjasama dengan Kab/ Kota dan instansi terkait. 

8. Sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam rangka optimalisasi 

Pendapatan Daerah. 

9. Intensifikasi, ekstensifikasi dan elektronifikasi retribusi daerah. 

10. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait. 

11. Merumuskan kebijakan teknis pemungutan Retribusi Daerah. 

12. Membuat perda dan petunjuk teknis Retribusi Daerah. 

13. Penerapan ETPD pada pajak & retribusi daerah. 

14. Pembuatan dan pengembangan system informasi Pajak dan 

Retribusi Daerah. 

15. Meningkatkan pemutakhiran database sistem. 

16. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai 

dengan kriteria penilaian. 

17. Peningkatan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan. 

18. Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

19. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan. 

20. Pelaksanaan SKM.  
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada 

bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang 

lebih operasional  untuk kurun waktu tiga tahun (2024 -2026), meliputi 

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan 

indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bapenda 

Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Provinsi 

Kalimantan Timur 2024-2026. 

Dengan berpedoman kepada Kepmendagri No. 50-5889 Tahun 2021 

tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, 

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 

Adapun Program dan kegiatan yang digunakan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

 

 PROGRAM  

1. Program penunjang urusan daerah provinsi. 

2. Program pengelolaan keuangan daerah. 

3. Program pengelolaan pendapatan daerah. 

 

 KEGIATAN 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 

11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

12. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
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 SUB KEGIATAN 

1. Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Perangkat Daerah 

2. Koordinasi   dan   Penyusunan   Dokumen   RKA- SKPD 

3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

4. Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

9. Koordinasi dan Penyusunan  Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD 

10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 

11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

12. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 

13. Analisa  dan  Pengembangan  Retribusi  Daerah, serta Penyusunan 

Kebijakan Retribusi Daerah 

14. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 

15. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 

16. Pengolahan Data Retribusi Daerah 

17. Penetapan Wajib Retribusi Daerah 

18. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

20. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

21. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 

22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

23. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

25. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

26. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

27. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

28. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

30. Pengadaan  Kendaraan  Dinas  Operasional  atau Lapangan 

31. Pengadaan Mebel 
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32. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

33. Pengadaan   Gedung   Kantor   atau   Bangunan Lainnya 

34. Pengadaan    Sarana    dan   Prasarana    Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

35. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

36. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

39. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

40. Pemeliharaan/Rehabilitasi   Gedung  Kantor  dan Bangunan Lainnya 

41. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan 

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 

42. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 

43. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 

44. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 

Pajak Daerah 

45. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 

46. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

47. Pengolahan, Pemeliharaan,  dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 

48. Penetapan Wajib Pajak Daerah 

49. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 

50. Penelitian  dan  Verifikasi  Data  Pelaporan  Pajak Daerah 

51. Penagihan Pajak Daerah 

52. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 

53. Pengendalian,   Pemeriksaan   dan   Pengawasan Pajak Daerah 

54. Pembinaan  dan  Pengawasan  Pengelolaan  Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

55. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 
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Adapun rencana pendanaan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTB se Kalimantan Timur tahun 2024 – 

2026 adalah sebagai berikut : 

Tabel 6.1 

Rencana Kinerja Program dan Pendanaan 
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Tabel 6.2 

Rencana Kinerja Kegiatan
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Tabel 6.3 

Rencana Kinerja Sub Kegiatan   
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas 

untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan, sehingga penetapan rumusan 

Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta 

Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026 adalah untuk menunjang 

tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

berkorelasi pada Tujuan ke 4 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi” dan 

Sasaran ke 11 “Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta 

berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAklhak” Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.  

 

7.1 PENENTUAN TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 

MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

  

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada 

setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk 

setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang 

diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk 

standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing - masing daerah. 

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan 

meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada 

masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan 

dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau 

melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.  

Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (impact) yang 

menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta 

indikator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja 

dari implementasi program perangkat daerah selama periode rencana. 

 



 

-55- 

Indikator kinerja dampak (impact) yang menggambarkan capaian tujuan 

dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja 

utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala 

Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang 

digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan 

Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), 

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Berikut ini adalah IKU 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024 

- 2026; 

Tabel. 7.1 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-56- 

7.2 PENENTUAN TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)  

 

 Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator 

kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan 

pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian suatu target.  Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur telah merumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

sebagai berikut : 

Tabel. 7.2 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

 

 

Perumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut didasarkan pada 

rincian IKK yang mana telah diselaraskan dengan Peraturan Gubernur 

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Adapun rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel. 7.3 

Rincian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

  

 

 

 

 

 

 

 





RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan

mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

RENSTRA Perangkat Daerah Tatrun 2024-2026 ini selanjutnys digunakan

sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam

menyusun Rencana Ke{a (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna

mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang

telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

dengan aslinya
PROV. KALTIM

HUKUM,

ttd

a.

*

12 198903 2 009
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